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Nomor 0870/Pdt.G/2015/PA.Bjr
BISMILLAHIROHMANNIROHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

penetapan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 37 tahun, agama lIslam, pendidikan SD, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini
memberikan kuasa khusus kepada Riswan Kuswandi, S.H. dan
Tata, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan
Jalan Muhammad Hamim No. 593 Kota Banjar berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 09 Desember 2015 yang terdaftar
di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 0985/
K/XI11/2015 tanggal 14 Desember 2015,

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh

Harian Lepas, tempat kediaman di Kota Banjar,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta saksi-saksi di
persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA
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Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2015
telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0870/Pdt.G/2015/PA.Bjr tanggal
14 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

e Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tahun 2005 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan
Purwaharja Kota Banjar;

e Bahwa pada waktu pernikahan yang menjadi wali nikah adalah ayah
kandung penggugat yang bernama Momod Samad dan ijab Kabul telah
dilaksanakan dengan saksi Kirman dan Uje. Mas kawin yang diberikan
berupa uang sebesar Rp 100.000,- dibayar kontan, pada waktu menikah
penggugat berstatus perawan dan tergugat berstatus jejaka;

e Bahwa penggugat tidak mempunyai bukti pernikahan dengan tergugat
karena tidak tercatat;

e Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu
rukun dan harmonis kurang lebih selama 5 tahun;

e Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami istri belum mempunyai rumah sendiri dan dikaruniai 1
orang anak;

e Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2010
mulai goyah dan timbul permasalahan yang memicu terjadinya
perselisihan dan petengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat
kurang cukup memberi nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;

e Bahwa sejak bulan Desember 2010 penggugat dan tergugat berpisah
rumah sampai sekarang;

e Bahwa penggugat adalah istri dari Tergugat yang pernikahannya tidak

tercatat di wilayah KUA Keamatan Purwaharja Kota Banjar;
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e Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan melalui orang tua,
untuk membantu menyelesaikan masalah rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat namun tidak berhasil;

e Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena lebih banyak madharatnya
dari pada manfaatnya;

e Bahwa berdasarkan uraian/hal-hal tersebut diatas gugatan Penggugat
telah sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo.
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan
Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

e Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar, berkenan menerima, memeriksa,
mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menetapkan sahnya perkawinan penggugat dengan tergugat pada tahun
2005 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Keamatan Purwaharja Kota
Banjar;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Tergugat) kepada
Penggugat (Penggugat);

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan penggugat
dan kuasa Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak
menghadap juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang
sah sekalipun menurut relaas panggilan tanggal 19 Maret 2015 Nomor 0189/
Pdt.G/2015/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan

oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya kuasa Penggugat menyatakan akan mencabut perkara

yang telah diajukannya;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ditunjuk kepada hal-hal
sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Penggugat

adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan kuasa Penggugat
menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak menghadap juga tidak
menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat
telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian pihak Penggugat menyatakan mencabut
perkara yang telah diajukannnya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk pada
pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pasal
271-272 RV. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 271-272 Rv, Penggugat dapat
mencabut perkaranya sebelum Tergugat memberikan jawaban dan apabila
Tergugat telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus dengan
persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan oleh Penggugat
sebelum Tergugat memberikan jawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan dan perkara aquo
dinyatakan telah selesai karena pencabutan, sehingga majelis hakim

memandang perlu menetapkan tentang pencabutan perkara ini;
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Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan
ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan

dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

2. Menyatakan perkara nomor 0870/Pdt.G/2015/PA.Bjr telah selesai karena
dicabut;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi
bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah, oleh Mustolich,
S.H.l. sebagai Ketua Majelis, Elis Marliani, S.Ag, M.H. dan Dra. Atin Hartini
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 Masehi
bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Tsani 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Tatang
Setiawan, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Mustolich, S.H.I.
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Hakim Anggota Hakim Anggota

Elis Marliani, S.Ag, M.H. Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti

Tatang Setiawan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

—_

2

3. Pengumuman : Rp. 75.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-

4. Biaya Redaksi :Rp. 5.000,-

5. Biaya Meterai :Rp. 6.000.-
Jumlah : Rp. 316.000,-

Catatan:

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanggal .....................
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